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PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri |l yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap L

7. Agama . Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa || NG Jitangkap tanggal sejak tanggal 28 Oktober 2024
sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa | Jit2han dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November
2024,

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2024 sampai
dengan tanggal 27 Desember 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2024
sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

4. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari
2025;

5. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2025 sampai

dengan tanggal 06 Mei 2025;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan

Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang Bernama Renhard Sinaga, S.H. dari

LBH Perjuangan Keadilan yang beralamat di || | | | A
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Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

[ | Menyatakan

N

3. Menetapkan barang bukti berupa :
o 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna merah muda bermotif batik
o 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada
pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa
dengan Hukuman yan seringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus
terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat koperatif dan selama
menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di

persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, begitu
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juga sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada
permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
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Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan
tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti
yaitu sebagai berikut :
e 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna merah muda bermotif batik
e 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
lBahwa
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yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dan
mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal
286 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
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2. Bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya,
3. Padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak
berdaya;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan
mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjuk
kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum
sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa
melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan
surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di
persidangan ini yaitu Terdakwa | | || I y2ng telah mengakui dan
membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat
dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat dan dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terjadi kesalahan
orang (error in Persona), dan dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah dapat
dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak
ditemukan pengertian dari bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan” adalah hubungan
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara
suami dan isteri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk
kedalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan
sperma. Sedangkan secara biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang
memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu erectio
penis atau penetrasi penis dan ejakulasi penis ke dalam vagina, namun dalam
ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penitrasi ke dalam vagina, sehingga
terjadinya suatu persetubuhan cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke
dalam alat kelamin perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan
keterangan terdakwa di muka persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai

berikut :
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Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim
unsur telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “padahal diketahuinya
bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” telah terbukti
secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
menurut Majelis Hakim dakwaan kedua melanggar Pasal 286 KUHPidana telah
terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan tahanan kota
dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu
ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur lengan
pendek warna merah muda bermotif batik, 1 (satu) helai celana pendek warna
merah muda, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
- Pebuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal

perlindungan terhadap anak dan perempuan ;

Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban hamil hingga melahirkan;

Tidak ada pertanggungjawaban Terdakwa terhadap bayi yang

dilahirkansaksi korban ;

Terdakwa tidak membiayai biaya persalinan saksi korban;
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Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 286 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa || | | I t<'ah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "“Bersetubuh dengan
seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu
dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa | | | S o'ch karena itu
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

» 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna merah muda bermotif batik
» 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda
Dimusnahkan .

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh
Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan
Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17
Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, SE., S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri ||l serta dihadiri oleh Adi Perdana Lubis, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri dengan didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa,;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
Widi Astuti, S.H. Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H.
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Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, SE., S.H.
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